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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYAFI’I 

TERHADAP  AKAD ISTISHNA’ DAN 

RELEVANSINYA DENGAN  

PEMBIAYAAN SYARIAH 

 
A. Pendapat Madzhab Syafi’i terhadap Akad Istishna’ 

Madzhab menurut ulama fiqih, adalah sebuah metodologi 

fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang 

berbeda dengan ahli fikih lain, yang menghantarkannya memilih 

sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu‟. Salah satu madzhab 

yang tersebar luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam 

terutama di Indonesia adalah Madzhab Syafi‟i. Madzhab Syafi‟i 

merupakan fatwa-fatwa Imam Abu Abdillah Muhammad bin 

Idris yang lahir di Ghaza, Palestina pada tahun 150 H. dan wafat 

pada tahun 204 H.1 

 Madzhab ini mulanya tumbuh di Iraq dan Mesir, 

kemudian tersiar luas di Khurasan, Afganistan, India, Thailand, 

Hijaz, Hadhralmaut, Yaman, Oman, Sudan, Somali, Syria, 

Palestina, Philipina, termasuk Indonesia. Sumber hukum syari‟at 

dalam madzhab Syafi‟i ada empat yakni: 

1. Kitab suci Al-Quran 

2. Hadist-hadist atau sunnah Nabi 

                                                             
1
 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Syafi‟i, (Jakarta: Zaman, 2007), h.16. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fiqih
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3. Ijma‟ (kesepakatan Imam-imam mujtahid dalam satu 

masa) 

4. Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lain).
 2

 

Madzhab Syafi‟i adalah salah satu madzhab dalam ilmu 

fikih dan hukum-hukum Islam yang besar yang ditakdirkan Allah 

akan berkembang dan tetap memenuhi dunia Islam sampai 

sekarang. Diantara hukum-hukum Islamnya yakni mengenai fikih 

muamalah. Salah satu transaksi dalam fikih muamalah yang 

sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli yaitu 

pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan 

menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh 

syara‟. Menurut Ulama Syafi‟iyah definisi jual beli yakni: 

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan.”
 3

  

 

Ketentuan dasar jual beli itu sendiri menurut Imam Syafi‟i 

adalah seluruhnya halal manakala disertai sikap saling rela dari 

dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual 

beli. Esensi dari setiap jual beli yang boleh baik secara tempo 

atau tunai, serta hal-hal yang bisa disebut sebagai jual beli adalah 

penjual dan pembeli tidak menanggung suatu keharusan sebelum 

keduanya sepakat untuk melakukan jual beli, keduanya tidak 

                                                             
2
 Siradjudin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi‟i, (Jakarta: 

Pustaka Tarbiyah, 1995), h.155. 
3
 Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), h.157. 
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boleh melakukan akad jual beli dengan perkara yang dilarang 

(seperti khamar, bangkai, babi, dan lain-lain), dan keduanya 

berpisah sesudah mengadakan jual beli dari tempat keduanya 

melakukan jual beli dalam keadaan saling rela terhadap jual beli 

(suka sama suka).”4 

Rukun jual beli ada tiga yakni shigat (ijab qobul), „aqid 

(penjual dan pembeli), dan ma‟qud „alaih (objek yang 

diperjualbelikan). Bentuk jual beli dapat bermacam-macam. Jika 

dilihat dari segi pembayaran, terdapat empat bentuk jual beli. Jual 

beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara 

langsung, jual beli dengan pembayaran tertunda, jual beli dengan 

penyerahan barang tertunda, dan jual beli dengan penyerahan 

barang dan pembayaran sama-sama tertunda, dalam hal ini 

dinamakan akad istishna‟.5 

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya 

bahwasannya akad istishna‟ adalah akad jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu, yang disepakati antara pemesan (pembeli, 

mustashni‟) dan penjual (pembuat, shani‟). Berdasarkan akad 

istishna‟ pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang 

pesanan (mashnu‟) sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan 

                                                             
4
 Rif‟at Fauzi, Abdul Muthalib, Al-Umm/Imam Asy-Syafi‟i, Penerjemah: 

Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.353 
5 Idri, Hadis Ekonomi..., h.178 
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untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di 

muka atau tangguh.6 

Akad istishna‟ merupakan akad yang mengandung unsur 

spekulasi dan hukumnya diperselisihkan ulama, karena pada 

dasarnya akad ini tidak sejalan dengan kaidah umum dalam jual 

beli, yang unsur terpentingnya adalah barang yang 

diperjualbelikan itu ada. Dalam akad istishna barang yang 

diperjualbelikan itu belum ada, tetapi diyakini akan ada.  

Di kalangan ulama madzhab Syafi‟i terdapat dua pendapat 

mengenai akad istishna‟ yakni sebagai berikut:  

1. Pendapat Pertama Madzhab Syafi‟i. 

Sebagian madzhab Syafi‟i melarang istishna‟ berpegang 

dengan kaidah qiyas, dimana qiyas yaitu perbandingan 

menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah 

yang serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu.7 Qiyas 

menurut istilah ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kejadian 

yang tidak ada nash atas hukumnya, terhadap suatu kejadian yang 

ada nash hukumnya, karena ada persamaan keduanya dalam illat 

pada hukum tersebut.8 

Mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena 

bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu bahwa 

                                                             
6
 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), h.288 
7 Siradjudin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi‟i..., h.168 
8
 Masduki, Ushul Fiqh I, (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h.120 
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objek yang ditransaksikan harus nyata. Adapun dalam akad 

istishna‟ objeknya tidak langsung bisa dilihat. Sehingga menurut 

mereka akad istishna‟ termasuk ke dalam bai‟ al-ma‟dum (jual 

beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang syara‟. Jual 

beli seperti ini batal secara mutlak.9 

 

2. Pendapat Kedua Madzhab Syafi‟i.  

Pendapat sebagian madzhab Syafi‟i yang lainnya 

membolehkan akad istishna‟  ini dengan beralasan kepada adat 

kebiasaan („urf) yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat 

dan kebutuhan masyarakat terhadap akad seperti ini.
10

 Maka 

untuk kemaslahatan orang banyak akad ini dibolehkan atau sah 

dengan menyamakannya dengan akad salam. Akad istishna‟ dan 

akad salam sama-sama merupakan akad jual beli barang yang 

tidak ada (bay‟ ma‟duum). Salam secara syara‟ adalah menjual 

sesuatu yang telah ditetapkan dengan sifat dalam suatu 

tanggungan.11 Atau jual beli sesuatu dalam tanggungan dengan 

sesuatu yang kontan. Dengan kata lain, modal atau harga barang 

diberikan lebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada waktu 

yang disepakati.  

                                                             
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), h.267 
10

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2001), h.779 
11

 Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi‟i, Fathul Qarib, 

Penerjemah: Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1982), Edisi Pertama, 

h.240 
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Sebagaimana menurut Imam An-Nawawi dalam kitab 

Raudhatut Thalibin, syarat utama dalam akad salam adalah 

menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad (dibayar 

secara kontan). Imam Syafi‟i berkata ”Tidak ada larangan 

membeli rumah, baik tersedia atau tidak tersedia di tempat, 

dengan membayar harganya dengan tunai, dan baik secara 

mudzara‟ah (luasnya diketahui dengan ukuran hasta) atau tanpa 

mudzara‟ah.”12 Maka kemudian dalam akad istishna‟ disyaratkan 

seluruh syarat yang ada dalam akad salam. Jika tidak, maka akad 

itu akan menjadi rusak.13 

Karena sudah sejak lama istishna‟ ini dilakukan oleh 

masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, maka dari itu hukum 

kebolehannya itu bisa digolongkan kepada ijma‟. Mengenai ijma‟ 

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

Artinya: ”Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 

untuk kesesatan apabila kamu melihat adanya perselisihan, 

maka ikutilah kelompok yang banyak” (HR.Ibnu Majah). 

 

B. Produk Pembiayaan Istishna’ pada BTN Syariah Cabang 

Serang 

Produk Pembiayaan Istishna yakni produk pembiayaan 

dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya 

                                                             
12

 Rif‟at Fauzi, Abdul Muthalib, Al-Umm/Imam Asy-Syafi‟i..., h.520. 
13

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h.275. 
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pemindahan pemilikan barang atau benda (transfer of property), 

transaksi jual beli dalam akad istishna ini menyerupai akad salam 

yakni barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam istishna 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali 

(termin) pembayaran. Akad istishna pada umumnya dipraktikkan 

untuk pembiayaan industri, pabrik dan bangunan. Ketentuan 

umum pembiayaan istishna adalah ketentuan spesifikasi barang 

pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan 

jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam 

akad dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Jika 

terjadi perubahan dari ukuran pesanan dan terjadi perubahan 

harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan 

ditanggung nasabah (pemesan).14 

Dalam perbankan syariah, khususnya BTN Syariah 

menyediakan produk pembiayaan (financing) menggunakan akad 

istishna yang diwujudkan dalam bentuk KPR Indent BTN iB. 

1. Konsep Akad Istishna’ Pada BTN Syariah Kantor Cabang 

Serang 

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BTN 

Syariah Kota Serang kepada konsumen yakni pembiayaan KPR 

Indent BTN iB, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan bank 

kepada nasabah untuk membeli tanah dan rumah, ruko, rukan, 

rusun, atau apartemen dari pengembang (developer) dengan 

                                                             
14

 Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah, (Bekasi: Gramata 

Publishing, 2014), h.33 
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kondisi belum terbangun atau sedang dalam tahap pembangunan 

berdasarkan pesanan nasabah sesuai dengan prinsip istishna.15 

Istishna pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang 

dioperasikan dalam KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dimana 

nasabah memberikan kriteria rumah yang diinginkannya kepada 

bank. Kemudian bank akan membuatkannya bekerjasama dengan 

developer yang dipercayai. Produk KPR Indent Syariah yang 

ditawarkan BTN Syariah ini memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan KPR konvensional diantaranya yaitu: 

KPR Indent Syariah KPR Inden Konvensional 

Margin bersifat fixed Floating Rate 

Angsuran Tetap Angsuran berubah-rubah 

Akad jual beli dengan 

pesanan (Istishna‟) 

Akad pinjaman uang 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rifki selaku 

financing service di BTN Syariah Cabang Serang:  

”Yang membedakan antara KPR Indent dengan KPR 

Konvensional itu marginnya bersifat fix, angsurannya juga, 

kalau KPR Indent tidak terpengaruh terhadap kenaikan suku 

bunga, tidak terpengaruh oleh krisis moneter, tidak 

terpengaruh oleh inflasi, angsurannya tetap. Kalau di awal 

akad sudah tercantum sekian maka sampai akhir angsuranpun 

akan tetap sama. Sedangkan konven dia kumulatif. Karena 

bank pasti menginginkan keuntungan, angsuranpun akan 

berubah naik berpengaruh pada suku bunga itu sendiri. 

Perbedaannya juga ada pada akad, dalam KPR Inden Syariah 

                                                             
15

 https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home Diakses pada hari Selasa, 27 

Maret 2018 

https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home


 63 

itu menggunakan akad jual beli, akan tetapi dalam KPR 

Konvensional dia menggunakan akad utang piutang.” 

Mengenai minat nasabah terhadap akad istishna‟ yang 

diaplikasikan pada produk KPR Indent di BTN Syariah Kantor 

Cabang Serang cukup besar. Terbukti dari nasabah yang sekarang 

mencapai 6000 nasabah, terdapat 10% dari 6000 nasabah tersebut 

yang menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan 

akad istishna‟ ini. Peminatnya pun bukan hanya dari yang 

beragama islam saja, akan tetapi dari kalangan nonmuslim pun 

banyak yakni sekitar 2% dari 10% tersebut.
 16 Kemudian, hampir 

80% developer di Serang (khususnya) bekerjasama dengan BTN 

Syariah. Itu menunjukan bahwa animo masyarakat akan KPR di 

BTN Syariah Cabang Serang sangat besar.
 17 

Dalam mengaplikasikan akad pembiayaan istishna‟ ini, 

BTN Syariah Kantor Cabang Serang mengikuti aturan dalam 

fatwa DSN MUI. Jika ada produk baru yang akan launching 

maka akan diteliti terlebih dahulu oleh DPS (Dewan Pengawas 

Syariah). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu 

Rahmia Agustini selaku Secretary di BTN Syariah Kantor 

Cabang Serang: 

“Landasan hukum yang digunakan disini mengikuti aturan 

dalam fatwa DSN MUI. Misalnya disini akan launching 

                                                             
16

 Rifqi Sumardi, Consumer Financing Service BTN Syariah Kantor 

Cabang Serang, wawancara pada tanggal 11 Mei 2018 
17

 Rahmia Agustini, Secretary BTN Syariah Kantor Cabang Serang, 

wawancara pada tanggal 17 September 2018 
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produk baru maka akan diteliti terlebih dahulu oleh DPS. 

Jadi, dalam perbankan syariah ada DPS yang berperan 

mengawasi, meneliti operasional di bank syariah, apakah 

sudah sesuai dengan syariah atau belum.” 

 

Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwasannya akad 

istishna‟ ataupun istishna‟ paralel diperbolehkan dengan 

mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut: 

a. Hadist Nabi Riwayat at-Tirmidziy: 

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, 

kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat 

dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR.At-Tirmidziy dari „Amr bin „Awf)18 

 

b. Hadist Nabi: 

                                                             
18

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, 

Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 

h.378 
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“Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain dan 

tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR.Ibnu 

Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa‟id al-

Khudriy)19 

 

c. Kaidah Fikih: 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 

d. Menurut madzhab Hanafi, istishna‟ hukumnya boleh 

(jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat 

muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang 

mengingkarinya.20 

 

2. Pelaksanaan Akad Istishna’ Pada BTN Syariah Kantor 

Cabang Serang 

Nasabah yang membutuhkan rumah dengan kriteria 

tertentu yang diinginkan bisa langsung datang ke BTN Syariah 

dan menuju ke bagian financing service untuk mengajukan 

pembiayaan KPR Indent ini. Kemudian bank akan memberikan 

                                                             
19

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah..., 

h.373 
20 Hijrah Saputra, dkk., (ed) Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h.134 
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berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh nasabah. Berkas-berkas 

tersebut meliputi: 

CHECK LIST KELENGKAPAN DATA 

KELENGKAPAN KARYAWAN WIRASWAST

A 

PROFESIONA

L 

Isi Form √ √ √ 

Copy KTP √ √ √ 

Copy KK √ √ √ 

Copy Akta Nikah √ √ √ 

Copy SK Pegawai √   

Copy Slip Gaji √   

Keterangan 

Penghasilan 

 √ √ 

Ijin Usaha  √  

Ijin Praktek   √ 

SHM/SHGB √ √ √ 

IIMB √ √ √ 

Sumber: BTN Syariah Kantor Cabang Serang 

Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan 

pembiayaannya adalah sebagai berikut : 

Persyaratan Umum berupa: 
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 Form Aplikasi Pembiayaan 

 Fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan yang masih berlaku 

 Fotocopy Kartu Keluarga 

 Fotocopy Surat Nikah 

 Fotocopy Rek.Tabungan /Simpanan di BTN / Bank Lain 3 

bulan Terakhir 

 Fotocopy NPWP / SPT 21 Terakhir 

Bagi Pekerja Tetap (PNS, BUMN, SWASTA): 

 Fotocopy Kartu Pegawai 

 Fotocpy SK Awal dan Akhir 

 SIUP dan NPWP Perusahaan (Swasta)  

 Slip Gaji 3 Bulan Terakhir 

Bagi Wiraswasta: 

 Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya 

 Fotocopy SIUP, TDP, NPWP Perusahaan  

 Laporan Keuangan 1 tahun Terakhir 

Bagi Profesional: 

 Fotocopy Dokumen Ijin Praktek 

Lain-lain: 

 Surat Pernyataan (sesuai SE BI No. 15/40/DKMP tgl.24 

Sept 2013 → ada atau tidak 

 Informasi Debitur Individual (IDI BI) → ada atau tidak 

 Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) → ada atau tidak21 

                                                             
21

 Rifki Sumardi, Consumer Financing Service BTN Syariah Kantor 

Cabang Serang, wawancara pada tanggal 11 Mei 2018 pkl.16.30 



68 
 

Setelah nasabah melengkapi berkas-berkas tersebut maka 

pihak bank akan menganalisis terlebih dahulu menggunakan 

analisis 5 C yakni: 

a. Character (Akhlak) 

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank 

perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan 

tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai 

keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali 

pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin 

meyakini willingness to repay dari calon nasabah, yaitu 

keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah 

mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen 

terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. 

b. Capital (Modal) 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek 

pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. 

Modal mrupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah 

atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang 

dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh 

calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin 
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meyakinkan bagi bank dan keseriusan calon nasabah dalam 

mengajukan dan pembayaran kembali.22 

c. Capacity (Kemampuan) 

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu 

mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah 

dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan 

pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat 

penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin 

baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin 

baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan 

bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar 

sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.23 

d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank 

perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan 

dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak 

kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang 

akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi 

terhadap usaha calon nasabah. 

 

 

                                                             
22

 A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank  Syariah, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012),  h.97 
23

 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.205 
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e. Collateral (Jaminan) 

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas 

pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber 

pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar 

agunannya. Maka bank syariah dapat melakukan penjualan 

terhadap agunan.  Hasil penjualan agunan digunakan sebagai 

sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.24 Dalam 

pembiayaan KPR Indent yang dijadikan jaminan adalah 

rumah/objek yang dipesan. 

Selain analisis 5 C, pihak bank juga perlu melakukan 

wawancara dengan nasabah. Pihak bank bisa juga mengkontak 

perusahaan tempat nasabah bekerja untuk memastikan, dan jika 

diperlukan konfirmasi maka bank akan melakukan OTS (On The 

Spot) ke tempat usaha (untuk wiraswasta) atau tempat praktek 

(untuk profesional). Kemudian bank akan membandingkan dan 

mencocokkan informasi dari isian formulir dan kelengkapan data 

dengan hasil wawancara dan hasil OTS. Setelah itu bank juga 

akan melakukan penilaian terhadap obyek pembiayaan, via 

penilai independen atau internal. Penilaian menyangkut 

kelengkapan legalitas, kesiapan fisik dan fasilitasnya (listrik, air, 

jalan masuk, saluran, dan lain lain) serta nilai dari obyek. 

Setelah bank melakukan analisis dan penilaian, maka bank 

akan membuat kesimpulan. Apakah permohonan pembiayaan 

dari nasabah tersebut layak diterima atau tidak. Jika layak, maka 
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akan diusulkan kepada Kelompok Pemutus Pembiayaan untuk 

disetujui. Dan jika disetujui, maka pihak bank akan menyiapkan 

dan menyampaikan Surat Persetujuan Pembiayaan untuk 

diberikan kepada nasabah. Isi dari SP3 tersebut menjelaskan 

beberapa hal, yaitu keperluan, harga jual pengembang/penjual, 

margin keuntungan bank, harga jual bank/piutang bank, jangka 

waktu pembiayaan, angsuran pembiayaan per bulan dan lain-

lain.25 

Jika pihak bank telah menyetujui untuk membiayai 

pembangunan rumah nasabah, maka kemudian nasabah 

melakukan akad jual beli pesanan (istishna‟) KPR Indent dengan 

bank. Dalam hal ini pihak bank menyebutkan harga sekaligus 

margin keuntungan yang akan didapatkannya atas penjualan 

rumah tersebut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Kemudian bank akan memilih developer yang dipercayai untuk 

membuatkan rumah sesuai keinginan nasabah.  

Maka dari itu pihak bank juga melakukan analisis 

kelayakan kerjasama KPR Indensya terhadap developer dan 

proper yang diajukan. Jika layak dan disetujui Kepala Cabang, 

selanjutnya akan diusulkan ke kantor Pusat untuk dimintakan Ijin 

Prinsip. Kemudian pihak bank akan menandatangani Perjanjian 

Kerjasama (PKS) dengan developer dengan persyaratan minimal: 

 Perijinan Lokasi: SHM/SHGB, Ijin Lokasi, Sitel Plan 

disetujui dan IMB dalam proses. 

                                                             
25 M.Wirdiansyah, Restructuring Analist pada BTN Syariah Kantor 

Cabang Serang, wawancara tanggal  10 Mei 2018. 
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 Lokasi siap bangun. 

 Infrastruktur dalam proses pembangunan. 

Ketika rumah selesai dibangun, bank akan menyerahkan 

rumah yang dipesan nasabah melalui pengembang atau developer 

sesuai dengan waktu dan tempat penyerahan yang telah 

disepakati.26 

Skema Mekanisme Pembiayaan Istishna’ 
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 M.Wirdiansyah, Restructuring Analist pada BTN Syariah Kantor 

Cabang Serang, wawancara tanggal  10 Mei 2018. 
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Alur di atas menjelaskan bahwa : 

1. Nasabah melakukan negosiasi pembuatan rumah dan 

melengkapi persyaratannya dengan pihak BTN Syariah 

dengan menggunakan akad istishna‟ (pesanan). 

2. BTN Syariah memesan dan membayar secara termin 

kepada pihak developer. 

3. Pihak BTN Syariah menjualnya kepada nasabah dan 

nasabah membayarnya secara angsuran (taqsith) atau 

tangguh (muajjal).  

Bisa kita ketahui juga dari alur tersebut bahwasannya 

istishna‟ yang digunakan BTN Syariah Kantor Cabang Serang 

untuk membiayai produk KPRnya adalah istishna‟ paralel, 

dimana dalam hal ini konsumen yang membutuhkan rumah 

datang ke bank dan memesan rumah dengan spesifikasi terstentu, 

konsumen dan bank lalu membuat kesepakatan serah terima, 

harga jual termasuk keuntungan bank, dan mekanisme 

pembayarannya. Oleh karena bank bukan merupakan perusahaan 

pengembang (developer), maka bank memesan lagi ke 

pengembang agar dibuatkan rumah yang sama dengan yang 

dipesan oleh konsumen.27 

Dalam hal pencairan dana kepada developer, pihak bank 

memberikan empat tahap pencairan yaitu : 

1. Termin Pertama: 30% dari maksimal KPR Indensya  

progres fisik 0%. 
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2. Termin Kedua: 30% dari maksimal KPR Indensya  

minimal progres fisik 60%. 

3. Termin Ketiga: 30% dari maksimal KPR Indensya  

progres fisik harus sudah 100%. 

4. Termin Keempat : 10% sisa untuk jaminan keamanan 

legalitas seperti sertifikat, BPR, balik nama, IMB, serta 

retensi air dan listrik. 

Perubahan termin pencairan dengan Keputusan Kantor 

Pusat (SHAD).
 
 

Adanya beberapa termin pencairan tersebut merupakan 

salah satu cara untuk mengatasi masalah developer yang 

melakukan wanprestasi. Hal tersebut sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Rifqi selaku financing service di BTN 

Syariah Kantor Cabang Serang:28 

“Ketika sudah melakukan akad istishna‟ dengan developer 

(penjual), maka kita mencairkan dana untuk developer ini 

adalah per progress/pertahap, karena kita ga mau konsumen 

kita ini didzolimi oleh si penjualnya. Pencairan dana ini 

dibagi menjadi 4 tahap pencairan atau termin. Pertama, 

misalnya ketika naik dinding kita cairin 30% (dari harga jual), 

kemudian tutup atap kita cairin lagi 30%, dan sampai rumah 

itu selesai kita cairin lagi 30%. Setelah selesaipun kita masih 

ada yang buat mengamankan si konsumen. Kita ada yang 

namanya dana jaminan. Jadi ditahan ni sampai legalitasnya 

itu aman (karena kita ga mau untuk penyelesaian sertifikatnya 

ada biaya nantinya) seperti sertifikat, BPR, balik nama, IMB, 

dan juga pengecekan apakah listrik sudah terpasang atau 

belum. Nah setelah aman, maka kita cairin lagi  10%. Jadi 

                                                             
28 Rifqi Sumardi, Consumer Financing Service BTN Syariah Cabang 

Serang, wawancara pada tanggal 11 Mei 2018 pkl.16.30 
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pencairan dananya per progress, karena kalau misalkan 

dananya kita cairin sekaligus, maka kita hawatir rumahnya itu 

ga selesai. Pasti akan ada indikasi rumah tersebut 

penyelesaiannya terhambat. Bahkan jika si penjual ini 

“nakal” dia bisa saja membawa lari uangnya. Maka dari itu 

kita per progress dengan tujuan mengamankan.” 

Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dicermati oleh 

pihak bank dalam pembiayaan KPR Inden Syariah ini yaitu: 

1) Performance Developer 

Sebelum melakukan kerjasama dengan developer maka 

pihak bank harus mengetahui bagaimana performance developer 

yang akan bekerjasama dengan bank, seperti perumahan yang 

pernah dibangun, riwayat kerjasama KPR Inden sebelumnya 

dengan bank, performance KPR pada proper yang pernah 

dibangun, profil keuangan terkait kemampuan melakukan buy 

back guarantee. Karena dengan tidak terpenuhinya komitmen 

developer akan berdampak langsung terhadap kualitas KPR. 

Dalam sebuah hadist dijelaskan: 

 

Artinya: “Apabila sebuah urusan diserahkan bukan 

pada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” 

(HR.Bukhari). 

 

Berikut pernyataan Bapak Rifqi selaku financing service 

di BTN Syariah Kantor Cabang Serang:
29
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Serang, wawancara pada tanggal 11 Mei 2018 pkl.16.30 



76 
 

Ada kendala yang dialami antara bank dengan developer 

selama pembangunan berlangsung biasanya developer 

yang wanprestas, jadi bisa tidak dibangunkan itu rumah. 

Kemudian pembangunan menjadi terhambat dan lama 

(bisa lebih batas maksimal yaitu 1 tahun). Akan tetapi pasti 

akan ada tindak lanjut dan sanksi untuk developer tersebut 

jika ia wanprestasi. Ada syarat tertentu untuk kita pihak 

bank memilih developer, jadi tidak sembarangan. Salah 

satu syaratnya yakni developer harus sudah 

berpengalaman min.5 tahun di bidang konstruksi, 

kemudian yang tidak memiliki track record yang jelek dan 

developer yang sudah bekerjasama dengan kita min 3 

tahun. 

 

2) Performance Perumahan yang Dikerjasamakan 

Meliputi kelengkapan dokumen perijinan seperti ijin 

lokasi, site plan, IMB, sertifikat, peil banjir, dukungan PLN dan 

PDAM. Dan kesiapan fisik seperti jalan masuk, infrastruktur dan 

blok kavling lokasi. 

3) Kesediaan konsumen/calon Nasabah untuk Akad sebelum 

rumah jadi.
30

  

Ketika nasabah dan pihak bank sudah melakukan akad 

istishna‟, maka nasabah sudah bisa membayar angsuran 

kewajiban kepada pihak bank. Angsuran kewajiban merupakan 

70% dari nilai RPC (Repayment Capacity). Cara untuk 

menghitung RPC yakni RPC = Take Home Pay (Penghasilan 

Bersih) – Angsuran Kewajiban Lain – Kebutuhan Hidup. Jika 
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nasabah ingin juga mencantumkan pengahasilan pasangan baik 

istri maupun suami, maka perhitungannya adalah  RPC = THP 

Suami + THP Istri – Angsuran Kewajiban Lain – Kebutuhan 

Hidup x (70%). 

Ketika sudah diketahui hasil dari perhitungan RPC 

tersebut, maka akan disesuaikan dengan nominal pembiayaan dan 

angsuran per bulan yang sudah ditetapkan pihak bank. Berikut 

nominal pembiayaan, margin keuntungan bank, dan daftar 

angsuran per bulan dengan menggunakan produk KPR Indent 

pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang: 
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Contoh : 

Jika Take Home Pay (Penghasilan Bersih) nasabah = Rp.10.000.000 

Angsuran kewajiban lain    = Rp.1.500.000 

Kebutuhan hidup     = Rp.4.000.000 

Maka RPC  =   

THP – Angsuran Kewajiban Lain – Kebutuhan Hidup x (70%) 

RPC = 10.000.000 – 1.500.000 – 4.000.000 x (70%) 

RPC = 4.500.000 x 70% 

RPC = Rp.3.150.000 

Kapasitas pembayaran nasabah yakni Rp.3.150.000 per 

bulan, jika nasabah mengajukan pembiayaan sebesar 

Rp.200.000.000 maka jangka waktu untuk membayar angsuran 

kewajiban tersebut yakni 10 tahun. Jika hasil RPC kurang dari 

Rp.3.150.000 tersebut maka jangka waktu pembayaran bisa lebih 

dari 10 tahun. Dilihat dari hasil perhitungan RPC. Baik itu untuk 

menentukan jangka waktu pembayaran, maupun juga 

menentukan nominal pembiayaan untuk nasabah.
31

  

Jika terjadi kredit macet, maka pihak bank akan 

mengadakan musyawarah mufakat dengan nasabah. Apakah 

nasabah masih sanggup atau tidak dengan angsuran per bulan 

yang telah ditentukan, jika tidak maka angsuran tersebut bisa 
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diturunkan nilainya, akan tetapi diperpanjang jangka waktu 

pelunasannya. Dilihat dari penghasilan, biaya hidup, pinjaman 

kredit, dan lain-lain. Jika tidak ada itikad baik dari nasabah maka 

pihak bank akan adakan eksekusi agunan. 

Ketentuan pembayaran angsuran dalam akad istishna‟ ini 

yakni melalui pendebetan rekening di tabungan nasabah. 
32

 Selain 

angsuran kewajiban, ada biaya-biaya lain yang harus dibayarkan 

kepada bank yakni sebagai berikut: 

Biaya prarealisasi dengan bank 

Biaya Proses : Rp.500.000 

Biaya Administrasi Bank : 0,75%    KPR 

Biaya Notaris : Rp.250.000 

Biaya APHT/SKMHT : Sesuai Tarif 

Biaya Appraisal/Penilaian : Rp.500.000 

Premi Asuransi Kebakaran : Sesuai Tarif 

Premi Asuransi Jiwa KPR : Sesuai Tarif 

Saldo Minimal 

Simpanan+ATM 

: Rp.300.000 

Sumber : BTN Syariah Kantor Cabang Serang 

Untuk ganti rugi keterlambatan (Ta‟widh) dan/atau Denda 

untuk sosial (Ta‟zir) dalam pembayaran yang disepakati akan 
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dikenakan denda sesuai ketentuan Bank, berdasarkan perhitungan 

sebagai berikut: 

Tunggakan (Rp.) Ganti Rugi Keterlambatan 

(Ta’widh) 

0 s/d 100.000,- (1   Rp.67,-)   Jumlah Hari 

Tunggakan 

100.000 s/d 200.000 (2   Rp.67,-)   Jumlah Hari 

Tunggakan 

200.000 s/d 300.000 (3   Rp.67,-)   Jumlah Hari 

Tunggakan 

300.000 s/d 400.000 (4   Rp.67,-)   Jumlah Hari 

Tunggakan 

dan seterusnya (5   Rp.67,-)   Jumlah Hari 

Tunggakan 

Sumber : BTN Syariah Kantor Cabang Serang  

 

C. Relevansi Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i dengan 

Aplikasi Akad Istishna’ dalam Pembiayaan Syariah pada 

BTN Syariah Cabang Kota Serang 

Di kalangan ulama madzhab Syafi‟i terdapat dua 

pendapat. Sebagian mereka berpegang dengan kaidah qiyas, 

sehingga mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena 

bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu bahwa 

objek yang ditransaksikan harus nyata. Adapun dalam akad 

istishna‟ objeknya tidak langsung bisa dilihat. Menurut mereka 
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akad istishna‟ termasuk ke dalam bai‟ al-ma‟dum (jual beli 

terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang syara‟. Jual beli 

seperti ini batal secara mutlak.
33

 

Sebagian ulama madzhab Syafi‟i lainnya 

membolehkannya dengan beralasan kepada adat kebiasaan („urf) 

yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan 

masyarakat terhadap akad seperti ini. Maka untuk kemaslahatan 

orang banyak akad ini dibolehkan atau sah dengan 

menyamakannya dengan akad salam, maka dalam akad istishna‟ 

disyaratkan seluruh syarat yang ada dalam akad salam. Yang 

syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam 

majlis akad (dibayar secara kontan), dan harus menentukan waktu 

penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad salam. Jika 

tidak, maka akad itu akan menjadi rusak.
34

 

Kemudian dilihat dari aplikasi pembiayaan akad istishna‟ 

pada BTN Syariah Cabang Serang bahwasannya dari segi 

pembayaran, pihak bank selaku pemesan kedua (kepada 

developer/pengembang) dalam istishna‟ paralel, bank melakukan 

pembayaran secara termin menurut progress pembuatan barang 

pesanan tersebut. Dengan tujuan untuk menghindari indikasi 

developer (pengembang) yang wanprestasi sehingga pembuatan 

barang pesanan menjadi terhambat dalam penyelesaiannya. Karna 

jika pembayaran dilakukan secara kontan, maka risiko 

                                                             
33 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h.267. 
34 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., h.779. 
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pengembang yang ingkar janji atau wanprestasi akan semakin 

besar.
35

 

 Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi‟i, salah satu 

syarat sahnya akad istishna‟ adalah dengan membayar harga 

barang secara kontan dalam majlis akad, seperti halnya akad 

salam. Maka menurut penulis pendapat madzhab Syafi‟i terhadap 

akad istishna‟ tidak relevan dengan aplikasi akad istishna‟ pada 

BTN Syariah Cabang Serang. Namun akad istishna‟ yang terjadi 

di BTN Syariah Cabang Serang lebih relevan dengan fatwa DSN 

No.06/DSN-MUI/IV/2000 karena semua rukun dan syarat yang 

berlaku dalam akad istishna‟ yang ada pada BTN Syariah Cabang 

Serang tidak ada yang menyimpang dari fatwa DSN No.06/DSN-

MUI/IV/2000 tersebut. 
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